
i 
 

 



ii 
 

 



iii 
 

 



iv 
 

 



v 
 

MOTTO 
 

”Sesungguhnya segala urusan itu ada di tangan Allah” 
(QS.Al-Imron : 154) 

 
”Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila 
kamu telah selesai (dari suatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-
sungguh (urusan yang lain), dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya 

kamu berharap” 
(QS. Alam Nasyrah :6-8) 

 
“Keep Dreaming, Keep Believing and Let’s Doing” 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Praktek kerja lapangan merupakan syarat wajib bagi mahasiswa 

Diploma III Akuntansi Universitas Teknologi Yogyakarta untuk 

menyusun Tugas Akhir. Praktek Kerja lapangan merupakan kegiatan yang 

dilakukan oleh mahasiswa untuk mendapatkan pengalaman kerja sebelum 

memasuki dunia kerja yang sesunggunya, sehingga ketika lulus mahasiswa 

telah terlatih di dunia kerja. Melalui praktek kerja inilah mahasiswa dapat 

melakukan pengamatan, menerapkan beberapa teori yang telah dipelajari 

di dalam kelas, serta dapat memperoleh beberapa informasi yang nantinya 

dapat dijadikan sebagai bahan pembuatan laporan tugas akhir. Dalam hal 

ini, penulis melakukan praktek kerja di Kantor Pelayanan Pajak Dareah 

(KPPD) Kabupaten Kulon Progo (Samsat Kulon Progo). KPPD Kabupaten 

Kulon Progo merupakan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Dinas 

Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Daerah Istimewa 

Yogyakarta. KPPD Kulon Progo mempunyai tugas dan tanggung jawab di 

bidang pemungutan, penghimpunan serta pengelolaan Pajak Kendaraan 

Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), Air 

Permukaan (AP), retribusi dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah di 

wilayah Kabupaten Kulon Progo. Dalam pelaksanaan tugasnya KPPD 

Kulon Progo dibantu 2 instansi yaitu Direktorat Kepolisian Lalu Lintas
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 dan PT. Jasa Raharja yang berkoordinasi di dalam satu kantor bersama 

Sistem Administrasi Manunggal di bawah Satu Atap Kulon Progo.  

Pajak merupakan iuran wajib rakyat kepada negara yang terutang 

oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-

undang, dengan tidak mendapatkan balas jasa secara langsung yang dapat 

ditunjukkan atas pembayaran tersebut, hasilnya digunakan untuk 

keperluan negara bagi kemakmuran rakyat. Pajak merupakan salah satu 

sumber penerimaan Negara yang paling besar dan digunakan untuk 

pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Hal ini sesuai dengan 

fungsi pajak yaitu budgetair. 

Pajak di Indonesia dapat dibedakan menjadi 2, yaitu Pajak Pusat 

dan Pajak Daerah. Di KPPD Kabupaten Kulon Progo, Pajak Daerah 

meliputi Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan 

Bermotor, Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Tanah dan Air 

Permukaan. 

Menurut Siahaan (2010:142) pajak daerah digunakan untuk 

membiayai pengeluaran pemerintah daerah dalam melaksanakan 

penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan di daerah. Pajak daerah 

juga merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), 

sehingga dapat dikatakan bahwa pajak daerah merupakan sumber 

pendapatan daerah yang sangat penting. Pendapatan Asli Daerah yang 

dikelola oleh KPPD Kulon Progo bersumber dari pajak daerah, retribusi 

daerah dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Dalam pajak daerah 
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terdapat salah satu pajak yang ikut memberikan peran cukup penting 

dalam menyumbang  pendapatan asli daerah, yaitu pajak kendaraan 

bermotor. Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak atas kepemilikan 

dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Kendaraan Bermotor adalah 

semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua 

jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau 

peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya 

energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang 

bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam 

operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara 

permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air. 

Dipilihnya pajak kendaraan bermotor sebagai objek pembahasan 

karena pajak kendaraan bermotor  merupakan salah satu jenis pajak daerah 

yang termasuk dalam komponen pendapatan asli daerah yang mempunyai 

prospek cukup baik sebagai sumber penerimaan daerah. Hal ini terbukti 

dari  banyaknya masyarakat yang memiliki dan menggunakan sarana 

transportasi kendaraan bermotor dalam melakukan segala aktivitasnya. 

Meskipun banyak yang menggunakan kendaraan bermotor sebagai sarana 

transportasi, kesadaraan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan 

bermotor dinilai masih cukup rendah. Hal ini menyebabkan masih banyak 

potensi pajak kendaraan bermotor yang belum terealisasikan sehingga 

menyebabkan penerimaan pendapatan asli daerah kurang optimal. Oleh 

karena itu perlu upaya untuk meningkatkan ketaatan wajib pajak dalam 
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mematuhi kewajiban membayar pajaknya sehingga konstribusi pajak 

kendaraan bermotor dalam menunjang PAD di KPPD Kulon Progo akan 

semakin meningkat. 

Berdasarkan permasalahan dan pemikiran yang dikemukan diatas, 

maka penulis akan mengevaluasi hal yang berkaitan dengan pajak 

kendaraan bermotor dan menuangkannya dalam bentuk laporan tugas 

akhir yang berjudul “Evaluasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor 

(PKB) Dalam Menunjang Pendapatan Asli Daerah (PAD)”  

 

B. Tujuan Penulisan 

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan adalah sebagai 

berikut:  

1. Untuk mengetahui seberapa besar efektivitas penerimaan Pajak 

Kendaraan Bermotor di KPPD Kulon Progo. 

2. Untuk mengetahui seberapa besar kontribusi Pajak Kendaraan 

Bermotor dalam meningkatkan PAD yang disumbangkan oleh KPPD 

Kulon Progo kepada DPPKA Daerah Istimewa Yogyakarta.  

3. Untuk mengetahui hambatan dan upaya yang dilakukan KPPD 

Kabupaten Kulon Progo dalam meningkatkan penerimaan pajak 

kendaraan bermotor. 
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C. Manfaat Penulisan 

Manfaat dari hasil  penulisan laporan tugas akhir  ini adalah 

sebagai berikut:  

1. Bagi Instansi Pemerintah KPPD Kulon Progo 

a. Hasil dari penulisan ini diharapkan dimanfaatkan oleh KPPD 

Kulon Progo untuk mengambil langkah-langkah perbaikan dan 

peningkatan kinerja dalam menentukan atau menetapkan suatu 

kebijakan yang lebih baik sebagai upaya meningkatkan pendapatan 

asli daerah dari sektor pajak kendaraan bermotor.  

b. Hasil dari penulisan tugas akhir ini dapat dijadikan referensi 

sebagai bahan evaluasi mengenai konstribusi yang diperoleh dari 

pemungutan pajak kendaraan bermotor dan usaha  untuk 

meningkatkan penerimaan pajak kendaraan bermotor pada KPPD 

Kulon Progo. 

2. Bagi Penulis 

a. Penulisan ini berguna sebagai bahan terapan dan pengembangan 

ilmu yang telah diperoleh dibangku kuliah. 

b. Penulisan ini bermanfaat dalam menambah wawasan  yang lebih 

mendalam mengenai instansi pemerintah dan pengetahuan tentang 

perpajakan khususnya pajak kendaraan bermotor. 

c. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Diploma 

Akuntansi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 

Teknologi Yogyakarta. 
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3. Bagi Mahasiswa dan Pembaca Laporan 

a. Penulisan ini diharapkan dapat membantu mahasiswa yang ingin 

mendalami tentang perpajakan, khususnya pajak kendaraan 

bermotor. 

b. Bagi pembaca, diharapkan laporan ini dapat menambah wawasan 

baru. 

4. Bagi Universitas Teknologi Yogyakarta 

a. Sebagai evaluasi dalam meningkatkan kualitas mahasiswa dimasa 

yang akan datang. 

b. Memperoleh gambaran nyata tentang instansi pemerintah. 

c. Menyiapkan mahasiswa agar menjadi tenaga kerja yang terampil . 

d. Hasil penulisan ini diharapkan dapat menjadi sumbangan referensi 

kepustakaan yang dapat digunakan pihak-pihak yang ingin 

mempelajari tentang perpajakan pada instansi pemerintah 

khususnya tentang pajak kendaraan bermotor. 

 

D. Sistematika Pembahasan 

Sistematika pembahasan Laporan Tugas Akhir ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Bab I Pendahuluan 

Dalam bab ini secara umum dibahas tentang alasan mengapa 

dilakukan praktik kerja di suatu perusahaan atau instansi. Pendahuuan 

terbagi dalam beberapa sub bagian, yaitu: 
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a. Latar belakang 

 Latar belakang menguraikan mengenai alasan mengapa dilakukan 

praktik kerja di suatu perusahaan atau instansi dan penjelasan 

mengenai pentingnya penulisan laporan sesuai judul. 

b. Tujuan  

Tujuan yang akan diuraikan dalam bab ini adalah tujuan penulisan 

laporan laporan praktik kerja yang dilakukan pada suatu 

perusahaan atau instansi. 

c. Manfaat 

Manfaat yang akan diuraikan dalam bab ini adalah manfaat yang 

diperoleh selama melaksanakan praktik kerja. 

d. Sistematika pembahasan 

Dalam sistematika pembahasan diuraikan mengenai urut-urutan 

bab dalam laporan beserta penjelasan singkatnya. 

2. Bab II Gambaran Umum Instansi 

Dalam bab ini diuraikan mengenai segala hal yang terkait 

dengan perusahaan (instansi) tempat melaksanakan praktik kerja. 

Secara umum yang harus diuraikan dalam bab ini yaitu: 

a. Deskripsi Kantor Pelayanan Pajak Daerah (KPPD) Kulon Progo. 

b. Sejarah berdirinya Kantor Pelayanan Pajak Daerah (KPPD) Kulon 

Progo. 

c. Visi dan misi Kantor Pelayanan Pajak Daerah (KPPD) Kulon 

Progo. 
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d. Kedudukan tugas dan fungsi pokok Kantor Pelayanan Pajak 

Daerah (KPPD) Kulon Progo. 

e. Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Daerah (KPPD) 

Kulon Progo. 

f. Uraian tugas dan fungsi pokok Kantor Pelayanan Pajak Daerah 

(KPPD) Kulon Progo. 

3. Bab III Hasil dan Pembahasan 

Pada bab III ini akan diuraikan mengenai pemahaman 

mahasiswa terhadap aktivitasnya selama melakukan praktek kerja di 

Kantor Pelayanan Pajak Daerah (KPPD) Kulon Progo, termasuk 

didalamnya yaitu  tentang data dan temuan yang diperoleh selama 

melakukan praktek kerja serta pembahasanya. 

4. Bab IV Penutup 

Bab  IV berisi tentang kesimpulan dari proses pembahasan 

yang diperoleh selama praktek kerja dan saran yang diharapkan dapat 

membantu dan berguna bagi Kantor Pelayanan Pajak Daerah (KPPD) 

Kulon Progo. 
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BAB II 

GAMBARAN PERUSAHAAN 

 

A. Deskripsi Perusahaan 

 Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap yang selanjutnya 

disebut Samsat adalah serangkaian kegiatan dalam penyelenggaraan 

Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor, pembayaran Pajak 

Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 

(BBNKB), dan pembayaran Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu 

Lintas dan Angkutan Jalan (SWDKLLAJ) secara terintegrasi dan 

terkoordinasi dalam sebuah Kantor Bersama Samsat. Samsat  Kulon Progo 

merupakan sistem kerjasama terpadu antara Direktorat Kepolisian Lalu 

Lintas Kabupaten Kulon Progo, Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan 

dan Aset/Kantor Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Kulon Progo (KPPD) 

dan PT. Jasa Raharja (Persero) cabang Kulon Progo. 

Kantor Pelayanan Pajak Daerah (KPPD)  Kulon Progo merupakan 

Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset 

(DPPKA) Daerah Istimewa Yogyakarta yang melaksanakan tugas 

pelayanan langsung kepada masyarakat. KPPD Kulon Progo bertugas 

sebagai pelaksana pemungutan pajak daerah, retribusi dan pendapatan 

lain-lain yang sah di Kabupaten Kulon Progo. Dalam pelaksanaan 

tugasnya KPPD Kulon Progo dibantu oleh  Direktorat Kepolisian Lalu 

Lintas dan PT. Jasa Raharja yang berkoordinasi di dalam satu kantor 
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bersama Sistem Administrasi Manunggal dibawah Satu Atap (SAMSAT)  

Kulon Progo. 

 

B. Sejarah Perusahaan 

Pada masa penjajahan Belanda, Pajak Kendaraan Bermotor dan 

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dipungut oleh 

pemerintah Hindia Belanda di Jakarta. Setelah Indonesia merdeka, pada 

awal kemerdekaan pun jumlah kendaraan masih sangat sedikit sehingga 

belum merupakan sumber pendapatan yang potensial pada saat itu. 

Namun, pada perkembangannya dalam rangka perimbangan keuangan 

pusat dan daerah, beberapa jenis pajak termasuk Pajak Kendaraan 

Bermotor  diserahkan kepada daerah sebagai sumber pendapatan daerah 

tingkat I/Provinsi, melalui ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia 

Nomor 10 Tahun 1968 dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 

nomor 5 Tahun 1969.  

Pada saat itu wajib pajak apabila akan melakukan perpanjangan 

STNK harus membuang waktu cukup lama karena harus mendatangi tiga 

kantor instansi terkait. Membayar pajak harus datang ke kantor pajak. 

Esoknya, mereka yang hendak membayar Sumbangan Wajib Dana 

Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) harus mendatangi kantor Jasa 

Raharja, mereka pun harus mendatangi kantor polisi lalu lintas untuk 

memperoleh STNK. Sedangkan, setiap instansi belum terintegrasi. 
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Atas dasar kondisi tersebut muncul gagasan untuk melakukan 

kerjasama dengan menyatukan pelayanan dalam satu atap. Sehingga pada 

tahun 1974 sampai dengan tahun 1976 dengan tujuan Registrasi dan 

Identifikasi Forensik Ranmor dan data pengemudi lebih akurat, kecepatan 

dan kemudahan pelayanan kepada masyarakat, dilakukan uji coba 

pembentukan Kantor Bersama Samsat di Polda Metro Jaya. 

Pada tahun 1976 sampai dengan tahun 1988 berdasarkan INBERS 

3 Menteri, Menhankam, Menkeu & Mendagri No. Pol. KEP/13/XII/1976, 

No.KEP-1693/MK/IV/12/1976, 311 TAHUN 1976 bahwa Konsep Samsat 

diberlakukan di seluruh Indonesia dengan Kepolisian RI, PT Jasa Raharja 

(Persero) & Dinas Pendapatan Provinsi yang saling bekerjasama. Meski 

demikian masing-masing instansi mempersiapkan sendiri dokumen-

dokumen yang dibutuhkan di Samsat. 

Tahun 1988 sampai dengan tahun 1993 berdasarkan INBERS, 

Menhankam, Menkeu & Mendagri No. INS/03/X/1988, No. 

5/IMK.013/1988, No. 13A Tahun 1988 dilakukan penyederhanaan 

dokumenyaitu Formulir permohonan/pendaftaran STNK/Pajak/SWDKLLJ 

digabung menjadi satu Tanda Pelunasan Pembayaran SWDKLLJ PT Jasa 

Raharja (Persero) yang  tercantum dalam STNK/STCK berlaku sebagai 

pengganti polis Asuransi (sertifikat). 

Pada tahun 1993 sampai dengan tahun 1999 diberlakukan revisi 

masa berlaku STNK dan TNKB dari 1 tahun menjadi 5 tahun namun 

setiap tahunnya melakukan pengesahan STNK berdasarkan INBERS 
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Panglima Angatan Bersenjata, Menkeu & Mendagri No. INS/02/II/1993, 

No. 01/IMK.01/1993, No.2A Tahun 1993. Mekanisme Perpanjangan 

STNK dibentuk 5 pokja (loket) untuk pelayanan. 

Hingga pada tahun 1999 sampai dengan saat ini berdasarkan 

INBERS Menhankam, Menkeu & Mendagri No. Pol. INS/03/M/X/1999, 

No. 6/IMK.014/1999, No. 29 Tahun 1999 menetapkan penyempurnaan 

dan penyederhanaan sistem operasi pelayanan dari 5 loket menjadi 2 loket. 

Pembayaran SWDKLLJ yang tertera pada SKPD berfungsi sebagai 

pengganti polis asuransi (sertifikat). Tanda Pelunasan dan Pengesahan 

digabung dengan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) yang telah 

divalidasi cash register sebagai tanda bukti pembayaran. 

Di Yogyakarta sediri, pada awal tahun 1978 didirikan sebuah 

Kantor Samsat darurat yang berlokasi di Gondolayu Yogyakarta. 

Kemudian pada tahun 1982 kantor Samsat dipindahkan di Jalan Tentara 

Pelajar nomor 15 Yogyakarta.  

Namun karena perkembangan jumlah kendaraan bermotor yang 

semakin hari semakin meningkat maka dianggap perlu membentuk kantor 

Samsat di daerah Kabupaten/kota. Sebagai upaya untuk mempermudah 

Pelayanan kepada Wajib Pajak maka dibentuklah Kantor Samsat di 

Kabupaten dan Kota Pada:  

1. Tanggal 13 Januari 1982 didirikan Kantor Samsat di Kota Yogyakarta 

diresmikan oleh Mendagri Amir Machmud;  
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2. Tanggal 18 Agustus 1986 didirikan Kantor Samsat di Kabupaten 

Bantul;  

3. Tanggal 26 April 1984 didirikan Kantor Samsat di Kabupaten Kulon 

Progo;  

4. Tanggal 28 April 1984 didirikan Kantor Samsat di Kabupaten Gunung 

Kidul;  

5. Tanggal 18 Maret 1987 didirikan Kantor Samsat di Kabupaten 

Sleman.   

Samsat Kulon Progo merupakan salah satu unit Samsat 

kabupaten/kota yang ada di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Latar 

belakang dibentuknya Samsat Kulon Progo adalah untuk memudahkan 

masyarakat dalam mengurus dokumen kepemilikan, pembayaran pajak 

kendaraan bermotor dan sumbangan wajib dana lalu lintas kecelakaan Jasa 

Raharja. Tujuan dibentuknya Samsat Kulon Progo adalah untuk 

memberikan pelayanan, registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor, 

pembayaran pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan 

bermotor dan pembayaran sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas 

jalan Jasa Raharja.  

Samsat Kulon Progo merupakan sistem kerjasama terpadu antara 

Direktorat Kepolisian Lalu Lintas Kabupaten Kulon Progo, Dinas 

Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset / Kantor Pelayanan Pajak 

Daerah Kabupaten Kulon Progo (KPPD) dan PT. Jasa Raharja (Persero) 

cabang Kulon Progo. 
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KPPD Kulon Progo merupakan unit pelaksana teknis daerah pada 

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) DIY yang 

bertugas bertanggung jawab di bidang pemungutan, penghimpunan serta 

pengelolaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama 

Kendaraan Bermotor (BBN-KB), Air Permukaan (AP), retribusi dan lain-

lain pendapatan asli daerah yang sah di wilayah Kabupaten Kulon Progo. 

 

C. Visi dan Misi  

Berikut ini merupakan visi dan misi Kantor Pelayanan Pajak 

Daerah (KPPD) Kulon Progo: 

1. Visi KPPD Kulon Progo yaitu: 

Terwujudnya Pelayanan Secara Cepat, Tepat dan Aman Demi 

Kepuasan Masyarakat 

2. Misi KPPD Kulon Progo yaitu: 

a. Meningkatkan pelayanan untuk wajib pajak. 

b. Meningkatkan kinerja yang profesional bagi pegawai. 

c. Meningkatkan pendapatan asli daerah. 

d. Meningkatkan kualitas legalitas dengan dokumentasi yang baik. 

Sebagai Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) dari Dinas 

Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) yang bertugas 

sebagai pemungut pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan lain-lain 

yang sah, maka KPPD/Samsat selalu berupaya mengedepankan pelayanan 

prima sebagai bentuk apresiasi terhadap kualitas pelayanan kepada 
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masyarakat. Hal ini diwujudkan dalam berbagai inovasi pengembangan 

pelayanan kepada masyarakat berbasis teknologi informasi untuk 

memudahkan masyarakat dalam memenuhi kewajibannya membayar 

Pajak Kendaraan Bermotor.   

D. Kedudukan Tugas Pokok dan Fungsi 

KPPD di Kabupaten Kulon Progo mempunyai tugas sebagai 

pelaksana operasional pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea 

Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), Air Permukaan (AP), 

retribusi dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah di wilayah 

Kabupaten Kulon Progo. 

KPPD Kulon Progo dalam melaksanakan  tugas sebagaimana 

dimaksud diatas menyelenggarakan fungsi sebagai berikut: 

1. Penyusunan program kerja KPPD di Kabupaten Kulon Progo. 

2. Pelaksanaan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea 

Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), Air Permukaan (AP), 

retribusi dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. 

3. Pelaksanaan pendataan dan penetapan Pajak Kendaraan Bermotor 

(PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), Air 

Permukaan (AP), retribusi dan lain-lain pendapatan asli daerah yang 

sah. 

4. Pelaksanaan pelaporan dan penagihan Pajak Kendaraan Bermotor 

(PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), Air 
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Permukaan (AP), retribusi dan lain-lain pendapatan asli daerah yang 

sah. 

5. Penyiapan bahan kebijakan penyelesaian sengketa Pajak Kendaraan 

Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), 

Air Permukaan (AP), retribusi dan lain-lain pendapatan asli daerah 

yang sah. 

6. Pengendalian operasional pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor 

(PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), Air 

Permukaan (AP), retribusi dan lain-lain pendapatan asli daerah yang 

sah. 

7. Pelaksanaan ketatausahaan. 

8. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan program 

KPPD di Kabupaten Kulon Progo. 

9. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas 

dan fungsinya. 

 

E. Struktur Organisasi 

Struktur organisasi dibentuk untuk menentukan posisi, wewenang 

dan tanggung jawab serta hubungan antar bagian. Berdasarkan struktur 

organisasi maka dapat ditentukan penjabaran tugas pokok dan fungsi, serta 

tata cara kerja Kantor Pelayanan Pajak Daerah (KPPD) Kulon Progo. 

Bagan struktur organisasi KPPD Kulon Progo sesuai dengan Peraturan 

Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 102 Tahun 2015 Tentang 
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Pembentukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata 

Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan 

Keuangan dan Aset adalah sebagai berikut: 

 

Sumber : Pergub DIY Nomor 102 tahun 2015 

Gambar 2.1  
Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Daerah (KPPD) 

Kabupaten Kulon Progo 
 

F. Uraian Tugas Pokok dan Fungsi 

Berdasarkan gambar 2.1 tentang Struktur Organisasi Kantor 

Pelayanan Pajak Daerah (KPPD) di Kulon Progo, tugas dan fungsi dari 

masing-masing bagian antara lain: 
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1. Kepala KPPD 

Tugas: 

Pelaksana operasional pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), 

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), retribusi dan lain-

lain pendapatan asli daerah yang sah di wilayah Kota Yogyakarta. 

Fungsi: 

a. Penyusunan program kerja KPPD di Kabupaten Kulonprogo; 

b. Pelaksanaan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea 

Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), Air Permukaan 

(AP), retribusi dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;  

c. Pelaksanaan pendataan dan penetapan Pajak Kendaraan Bermotor 

(PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), Air 

Permukaan (AP), retribusi dan lain-lain pendapatan asli daerah 

yang sah;  

d. Pelaksanaan pelaporan dan penagihan Pajak Kendaraan Bermotor 

(PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), Air 

Permukaan (AP), retribusi dan lain-lain pendapatan asli daerah 

yang sah; 

e. Penyiapan bahan kebijakan penyelesaian sengketa Pajak Kendaraan 

Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-

KB), Air Permukaan (AP), retribusi dan lain-lain pendapatan asli 

daerah yang sah; 



19 
 

 
 

f. Pengendalian operasional pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor 

(PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), Air 

Permukaan (AP), retribusi dan lain-lain pendapatan asli daerah 

yang sah; 

g. Pelaksanaan ketatausahaan; 

h. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan program 

KPPD di Kabupaten Kulonprogo; dan 

i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan 

tugas dan fungsinya.  

2. Sub Bagian Tata Usaha  

Tugas: 

a. Melaksanakan kearsipan, keuangan, kepegawaian, pengelolaan 

barang, kerumahtanggaan, kehumasan, dan kepustakaan; 

b. Penyusunan program dan laporan kinerja.  

Fungsi: 

a. Penyusunan program kerja Sub Bagian Tata Usaha;  

b. Penyusunan program kerja KPPD di Kabupaten Kulonprogo;  

c. Pengelolaan kearsipan;  

d. Pengelolaan keuangan;  

e. Pengelolaan kepegawaian;  

f. Pelaksanaan kerumahtanggaan;  

g. Pelaksanaan kehumasan;  

h. Pengelolaan barang;  
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i. Pengelolaan kepustakaan;  

j. Pengelolaan data, pelayanan informasi dan pengembangan sistem 

informasi  

k. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan program 

KPPD di Kabupaten Kulonprogo;  

l. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan 

Subbagian Tata Usaha; dan  

m. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan 

tugas dan fungsinya.  

3. Seksi Pendaftaran dan Penetapan  

Tugas: 

Melaksanakan pendataan dan penetapan Pajak Kendaraan Bermotor 

(PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), Air 

Permukaan (AP), retribusi dan lain-lain pendapatan asli daerah yang 

sah.  

Fungsi: 

a. Penyusunan program kerja Seksi Pendaftaran dan Penetapan;  

b. Pelaksanaan pelayanan pendaftaran wajib Pajak Kendaraan 

Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-

KB), Air Permukaan (AP), retribusi dan lain-lain pendapatan asli 

daerah yang sah;  

c. Pelaksanaan pendataan subyek dan obyek Pajak Kendaraan 

Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-



21 
 

 
 

KB), Air Permukaan (AP), retribusi dan lain-lain pendapatan asli 

daerah yang sah;  

d. Penyelenggaraan pemeriksaan, verifikasi dan perhitungan 

penetapan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama 

Kendaraan Bermotor (BBN-KB), Air Permukaan (AP), retribusi 

dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;  

e. Penyiapan data pertimbangan keberatan Pajak Kendaraan 

Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-

KB), Air Permukaan (AP), retribusi dan lain-lain pendapatan asli 

daerah yang sah;  

f. Pengendalian operasional pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor 

(PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), Air 

Permukaan (AP), retribusi dan lain-lain pendapatan asli daerah 

yang sah;  

g. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan 

program Seksi Pendaftaran dan Penetapan; dan  

h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan 

tugas dan fungsinya.  

 

4. Seksi Pembukuan dan Penagihan  

Tugas: 

Melaksanakan pelaporan dan penagihan tunggakan Pajak Kendaraan 

Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), 
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Air Permukaan (AP), retribusi dan lain-lain pendapatan asli daerah 

yang sah.  

Fungsi: 

a. Penyusunan program kerja Seksi Pembukuan dan Penagihan; 

b. Pelaksanaan pencatatan penerimaan pembayaran Pajak Kendaraan 

Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-

KB), Air Permukaan (AP), retribusi dan lain-lain pendapatan asli 

daerah yang sah;  

c. Pelaksanaan inventarisasi dan verifikasi penerimaan Pajak 

Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan 

Bermotor (BBN-KB), Air Permukaan (AP), retribusi dan lain-lain 

pendapatan asli daerah yang sah;  

d. Pelaksanaan pembukuan penerimaan pembayaran Pajak 

Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan 

Bermotor (BBN-KB), Air Permukaan (AP), retribusi dan lain-lain 

pendapatan asli daerah yang sah;  

e. Pengelolaan berkas arsip Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea 

Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), Air Permukaan 

(AP), retribusi dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;  

f. Pelaksanaan operasional optimalisasi Pajak Kendaraan Bermotor 

(PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), Air 

Permukaan (AP), retribusi dan lain-lain pendapatan asli daerah 

yang sah;  
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g. Pelaksanaan pelaporan penyelenggaraan penerimaan dan piutang 

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan 

Bermotor (BBN-KB), Air Permukaan (AP), retribusi dan lain-lain 

pendapatan asli daerah yang sah;  

h. Pelaksanaan penagihan pada wajib Pajak Kendaraan Bermotor 

(PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), Air 

Permukaan (AP), retribusi dan lain-lain pendapatan asli daerah 

yang sah;  

i. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan 

program Seksi Pembukuan dan Penagihan; dan  

j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan 

tugas dan fungsinya.  

5. Kelompok Jabatan Fungsional 

Kelompok jabatan fungsional bertugas melaksanakan kegiatan teknis 

di bidang keahliannya masing-masing.  

Untuk Kelompok Jabatan Fungsional memiliki beberapa ketentuan, 

antara lain: 

a. Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi-bagi dalam 

subkelompok sesuai dengan kebutuhan dan keahliannya masing-

masing dan dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional 

senior.  
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b. Kebutuhan jabatan fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis, 

dan beban kerja. Sehingga untuk fungsi Jabatan Fungsional 

tergantung pada bidang keahlian masing-masing. 

6. Tata Kerja  

Berikut ini merupakan tata cara kerja Kantor Pelayanan Pajak 

Daerah (KPPD) Kulon Progo: 

a. Dalam melaksanakan tugas setiap Kepala KPPD, Kepala 

Subbagian Tata Usaha, Kepala Seksi dan kelompok jabatan 

fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan 

sinkronisasi sesuai dengan tugas masing-masing. 

b. Kepala KPPD, Kepala Subbagian Tata Usaha dan Kepala Seksi 

wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi 

penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

c. Kepala KPPD, Kepala Subbagian Tata Usaha dan Kepala Seksi 

bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan 

masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi 

pelaksanaan tugas bawahannya. 

d. Kepala KPPD, Kepala Subbagian Tata Usaha dan Kepala Seksi 

wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab 

kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala 

tepat pada waktunya. 
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e. Setiap laporan yang diterima oleh Kepala KPPD, Kepala 

Subbagian Tata Usaha dan Kepala Seksi dari bawahannya wajib 

diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan 

lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan. 

f. Dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-

masing, setiap Kepala KPPD, Kepala Subbagian Tata Usaha dan 

Kepala Seksi wajib mengadakan rapat berkala. 
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BAB III 

PEMBAHASAN 

A. Aktivitas Magang 

Sebelum menulis laporan tugas akhir, penulis melaksanakan 

praktik kerja di Kantor Pelayanan Pajak Daerah (KPPD) Kabupaten Kulon 

Progo selama 30 hari kerja yang dimulai tanggal 15 Februari 2017 sampai 

dengan 3 April 2017. Kantor Pelayanan Pajak Daerah (KPPD) Kabupaten 

Kulon Progo memiliki 6 hari kerja dari hari Senin s/d Kamis dengan jam 

kerja pukul 07.30 s/d 14.00 WIB, hari Jumat dari pukul 07.00 s/d 12.00 

WIB dan hari Sabtu dari pukul 07.00 s/d 13.00 WIB. Saat melaksanakan 

praktik kerja di KPPD Kulon Progo penulis ditempatkan pada 2 bagian 

secara bergantian, yaitu di Bagian Pendaftaran dan Penetapan serta Bagian 

Pembukuan dan Penagihan.  

Tugas-tugas yang dikerjakan oleh penulis selama melaksanakan 

praktik kerja pada Bagian Pendaftaran dan Penetapan adalah meliputi 

kegiatan–kegiatan sebagai berikut: 

1. Membuat surat keterangan fiskal mutasi kendaraan bermotor. 

2. Melayani Wajib Pajak yang melakukan pengesahan Surat Keterangan 

Tanda Naik Kendaraan Bermotor (STNK). 

3. Mencari data denda Wajib Pajak kendaraan bermotor tahun 2015. 

4. Menginput data BN-1 (kendaraan baru) dan BN-II (kendaraan bekas) 

ke sistem online SIARDI (Sistem Arsip Digital). 
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5. Memeriksa kelengkapan dokumen BN-II untuk pengarsipan secara 

manual. 

6. Mengarsip dokumen kendaraan bermotor secara manual sesuai dengan 

Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB). 

7. Membantu melaksanakan penyelengaraan pembekalan PKB dan 

BBNKB kepada Aparatur Desa. 

Tugas-tugas yang dikerjakan oleh penulis selama melaksanakan 

praktik kerja pada Bagian Pembukuan dan Penagihan adalah meliputi 

kegiatan–kegiatan sebagai berikut: 

1. Menginput data Wajib Pajak yang belum melakukan daftar ulang. 

2. Memeriksa data Wajib Pajak yang belum melakukan daftar ulang. 

 
B. Landasan Teori 

1. Dasar-dasar Perpajakan 

a. Definisi Pajak 

Menurut UU No 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum 

dan Tata Cara Perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib pajak 

kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang 

bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak 

mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk 

keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 
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Prof. Dr. P.J.A Andriani menyatakan pajak (Siahaan, 

2010:32) adalah iuran kepada Negara, yang dapat dipaksakan, dan 

terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-

peraturan yang berlaku, dengan tidak mendapat dan yang ditunjuk, 

dapatkan prestasi kembali yang langsung dapat digunakan untuk 

membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan 

tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintah. 

Menurut Siahaan (2010:35) disebutkan setidaknya ada 

enam ciri pajak sebagai suatu pungutan yang dikenakan kepada 

masyarakat, yaitu: 

1) Pajak dipungut oleh negara (baik oleh pemerintah pusat 

maupun pemerintah daerah), berdasarkan kekuatan undang-

undang sertaaturan pelaksanaannya. 

2) Pembayaran pajak harus masuk ke kas negara atau ke kas 

daerah. 

3) Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya 

kontraprestasi individu oleh pemerintah (tidak ada imbalan 

langsung yang diperoleh pembayar pajak) 

4) Penyelenggaraan pemerintahan secara umum merupakan 

manifestasi kontraprestasi dari negara. 

5) Pajak diperuntukan bagi pembayaran pengeluaran pemerintah 

yang apabila dari pemasukan masih terdapat kelebihan atau 

surplus dipergunakan untuk tabungan publik (public saving). 
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6) Pajak dipungut disebabkan adanya suatu keadaan, kejadian, 

dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu pada 

seseorang. 

b. Fungsi Pajak 

Menurut Siahaan (2010:43) disebutkan empat fungsi pajak 

bagi pemerintah yang mengadakan pemungutan pajak, yaitu: 

1) Fungsi Budgetair (Penerimaan)  

Fungsi budgetair yang disebut juga sebagai fungsi utama pajak 

atau fungsi fiskal (fiscal function) adalah suatu fungsi dimana 

pajak dipergunakan sebagai alat untuk memasukan dana secara 

optimal ke kas negara berdasarkan undang-undang perpajakan 

yang berlaku. 

2) Fungsi Regulerend (Mengatur) 

Fungsi regulerend (regulasi) atau fungsi mengatur diebut juga 

fungsi tambahan, yaitu suatu fungsi dimana pajak 

dipergunakan oleh pemerintah sebagai alat kebijakan untuk 

mecapai tujuan tertentu. 

3) Fungsi Redistribusi Pendapatan 

Fungsi pajak sebagai alat redistribusi pendapatan berarti pajak 

digunakan sebagai salah satu alat untuk mengalihkan kekayaan 

dari sebagian masyarakat ke golongan masyarakat lain yang 

berpenghasilan rendah. 
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4) Fungsi Demokrasi 

Fungsi demokrasi dimaksudkan bahwa pajak merupakan salah 

satu perwujudan kekeluargaan dan kegotongroyongan rakyat 

yang sadar akan baktinya kepada negara. 

c. Pengelompokkan Pajak 

Menurut Resmi (2017:7) pajak dikelompokkan ke dalam 

berbagai jenis dengan mempergunakan kriteria tertentu: 

1) Menurut Golongan 

a) Pajak Langsung, pajak yang harus dipikul atau ditanggung 

sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau 

dibebankan kepada orang lain atau pihak lain. Pajak harus 

menjadi beban Wajib Pajak yang bersangkutan 

b) Pajak Tidak Langsung, pajak yang pada akhirnya dapat 

dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak 

ketiga. Pajak tidak langsung terjadi terdapat suatu 

kegiatan, peristiwa, atau perbuatan yang menyebabkan 

terutangnya pajak, misalnya terjadi penyerahan barang 

atau jasa. 

2) Menurut Sifat 

a) Pajak Subyektif, pajak yang pengenaannya 

memperhatikan keadaan pribadi Wajib Pajak atau 

pengenaan pajak yang memperhatikan keadaan 

subyeknya. 
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b) Pajak Obyektif, pajak yang pengenaanya memperhatikan 

obyeknya, baik berupa benda, keadaan, perbuatan, 

maupun peristiwa yang mengakibatkan timbulnya 

kewajiban membayar pajak, tanpa memperhatikan 

keadaan pribadi Subyek Pajak (Wajib Pajak) dan tempat 

tinggal. 

3) Menurut Lembaga Pemungut 

a) Pajak Negara (Pajak Pusat), pajak yang dipungut oleh 

pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah 

tangga negara pada umumnya. 

b) Pajak Daerah, pajak yang dipungut oleh pemerintah 

daerah, baik daerah tingkat I (pajak provinsi) maupun 

daerah tingkat II (pajak kabupaten/kota), dan digunakan 

untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing. 

d. Sistem Pemungutan Pajak 

Menurut Resmi (2017:10) ada tiga sistem pemungutan 

pajak yang berlaku, yaitu: 

1) Official Assesment System 

Sistem pemungutan pajak yang memberikan kewenangan 

aparatur perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak 

yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem 

ini, inisiatifserta kegiatan menghitung dan memungut pajak 
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sepenuhnya berada ditangan aparatur perpajakan. Dengan 

demikian berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak 

banyak tergantung kepada aparatur perpajakan (peranan 

dominan ada pada aparatur perpajakan) 

2) Self Assesment System 

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang Wajib 

Pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang 

setiap tahunya sesuai dengan peraturan perundang-undangan 

perpajakan yang berlaku.  Dalam sistem ini, inisiatif serta 

kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada 

ditangan Wajib Pajak. Wajib Pajak dianggap mampu 

menghitung pajak, memahami undang-undang perpajakan yang 

sedang berlaku, mempunyai kejujuran yang tinggi dan 

menyadari akan arti pentingnya membayar pajak. Oleh karena 

itu, Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk: 

a) Menghitung sendiri pajak yang terutang 

b) Memperhitungkan sendiri pajak yang terutang 

c) Membayar sendiri jumlah pajak yang terutang 

d) Melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang  

e) Mempertanggungjawabkan pajak yang terutang 

Jadi, berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak 

sebagian besar tergantung pada Wajib Pajak sendiri (peranan 

dominan ada pada Wajib Pajak) 
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3) With Holding System 

Sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada 

pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak 

yang terutang oleh Wajib Pajak sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Penunjukkan 

pihak ketiga ini dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-

undangan perpajakan, keputusan presiden dan peraturan lainya 

untuk memotong serta memungut pajak, menyetor dan 

mempertanggungjawabkan melalui sarana perpajakan yang 

tersedia. Berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan 

banyak tergantung pada pihak ketiga yang ditunjuk. Peranan 

dominan ada pada pihak ketiga. 

e. Asas Pengenaan Pajak 

Menurut Resmi (2017:9)  ada tiga asas pemungutan pajak. 

Berikut penjelasanya: 

1) Asas Domisili (Asas Tempat Tinggal) 

Asas ini menyatakan bahwa negara berhak mengenakan pajak 

atas seluruh penghasilan Wajib Pajak bertempat tinggal 

diwilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam 

maupun luar negeri. Setiap Wajib Pajak yang berdomisili atau 

bertemat tinggal di wilayah Indonesia (Wajib Pajak dalam 

Negeri) dikenakan pajak atas seluruh penghasilan yang 

diperolehnya, baikdari Indonesia maupun dari luar Indonesia. 
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2)  Asas Sumber 

Asas ini menyatakan bahwa negara berhak mengenakan pajak 

atas penghasilan yang bersumber diwilayahnya tanpa 

memperhatikan temapat tinggal Wajib Pajak. Setiap orang yang 

memperoleh penghasilan dari Indonesia dikenakan pajak atau 

penghasilan yang diperolehnya tadi. 

3) Asas Kebangsaan 

Asas ini menyatakan bahwa pengenaan pajak dihubungkan 

dengan kebangsaan suatu negara. 

2. Pajak Daerah 

a. Pengertian Pajak Daerah 

Sesuai dengan UU No 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 

dan Retribusi Daerah, Pajak Daerah yang selanjutnya disebut 

Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh 

orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan 

Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara 

langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-

besarnya kemakmuran rakyat. 

Pada dasarnya pengertian pajak daerah adalah persis seperti 

pajak negara hanya perbedaanya terletak pada : 

1)  Pajak negara ditetapkan dan dikelola oleh pemerintah pusat  

(dalam hal ini Direktorat Pemerintah Pusat) pada umumnya 

penggunaanya diserahkan kepada daerah. 
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2)  Pajak daerah adalah pajak yang ditetapkan dengan peraturan 

daerah atau pajak negara yang pengelolaanya diserahkan kepada 

daerah. 

b. Jenis-jenis Pajak Daerah 

Sesuai dengan UU No 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 

dan Retribusi Daerah, Pajak Daerah terdiri dari: 

1) Pajak Provinsi, terdiri atas: 

a) Pajak Kendaraan Bermotor 

b) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 

c) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 

d) Pajak Air Permukaan 

e) Pajak Rokok 

2) Pajak Kabupaten/Kota, terdiri atas: 

a) Pajak Hotel 

b) Pajak Restoran 

c) Pajak Hiburan 

d) Pajak Reklame 

e) Pajak Penerangan Jalan 

f) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 

g) Pajak Parkir 

h) Pajak Air Tanah 

i) Pajak Sarang Burung Walet 
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j) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 

k) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan 

3. Pajak Kendaraan Bermotor 

a. Definisi Pajak Kendaraan Bermotor 

Sesuai dengan Perda DIY No 3 Tahun 2011 tentang Pajak 

Daerah, Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak atas kepemilikan 

dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Kendaraan Bermotor 

adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang 

digunakan disemua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan 

teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk 

mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak 

kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat 

dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan 

motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan 

bermotor yang dioperasikan di air. Kendaraan bermotor umum 

adalah setiap kendaraan bermotor yang digunakan untuk angkutan 

barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran. 

b. Dasar Hukum 

Dasar hukum Pajak kendaraan Bermotor adalah Peraturan 

Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 

2011 tentang Pajak Daerah 
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c. Objek Pajak 

Objek Pajak Kendaraan Bermotor adalah kepemilikan 

dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor, termasuk Kendaraan 

Bermotor beroda beserta gandengannya, yang dioperasikan di 

semua jenis jalan darat.  

Yang tidak termasuk objek pajak dalam Perda DIY No 3 

Tahun 2011 tentang Pajak Daerah adalah: 

1) Kereta Api. 

2) Kendaraan Bermotor yang semata-mata digunakan untuk 

keperluan pertahanan dan keamanan negara.  

3) Kendaraan Bermotor yang dimiliki dan/atau dikuasai kedutaan, 

konsulat, perwakilan negara asing dengan asas timbal balik dan 

lembaga-lembaga internasional yang memperoleh fasilitas 

pembebasan pajak dari Pemerintah. 

d. Subjek Pajak 

Pajak Daerah, subjek pajak kendaraan bermotor adalah 

orang pribadi, Badan, Pemerintah, TNI, POLRI, Pemerintah 

Daerah, dan Pemerintah Kabupaten/Kota yang memiliki dan/atau 

menguasai Kendaraan Bermotor. 

e. Wajib Pajak  

Wajib pajak meliputi orang pribadi, Badan, Pemerintah, 

TNI, POLRI, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Kabupaten/Kota 

yang memiliki dan/atau menguasai Kendaraan Bermotor. Dalam 
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hal Wajib Pajak Badan, kewajiban perpajakannya diwakili oleh 

pengurus atau kuasa badan tersebut.  

f. Dasar Pengenaan  

Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dihitung 

sebagai perkalian dari 2 (dua) unsur pokok:  

1) Nilai Jual Kendaraan Bermotor, 

2) Bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan 

dan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan Kendaraan 

Bermotor. 

Khusus untuk kendaraan bermotor yang digunakan di luar jalan 

umum, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar serta kendaraan 

di air, dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor adalah Nilai 

Jual Kendaraan Bermotor. Bobot dinyatakan dalam koefisien yang 

nilainya 1 (satu) atau lebih besar dari 1 (satu) dengan pengertian 

sebagai berikut:  

1) Koefisien sama dengan 1 (satu) berarti kerusakan jalan 

dan/atau pencemaran lingkungan oleh penggunaan Kendaraan 

Bermotor tersebut dianggap masih dalam batas toleransi 

2) Koefisien lebih besar dari 1 (satu) berarti penggunaan 

Kendaraan Bermotor tersebut dianggap melewati batas 

toleransi. 

Nilai Jual Kendaraan Bermotor ditentukan berdasarkan harga 

pasaran umum atas suatu Kendaraan Bermotor. Harga pasaran 
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umum adalah harga rata-rata yang diperoleh dari berbagai sumber 

data yang akurat. Nilai Jual Kendaraan Bermotor ditetapkan 

berdasarkan harga pasaran umum pada minggu pertama bulan 

Desember tahun pajak sebelumnya. 

Dalam hal harga pasaran umum suatu Kendaraan Bermotor tidak 

diketahui, Nilai Jual Kendaraan Bermotor dapat ditentukan 

berdasarkan sebagian atau seluruh faktor - faktor :  

1) Harga Kendaraan Bermotor dengan isi silinder dan/atau satuan 

tenaga yang sama 

2) Penggunaan kendaraan bermotor untuk umum atau pribadi 

3) Harga Kendaraan Bermotor dengan merek Kendaraan 

Bermotor yang sama 

4) Harga Kendaraan Bermotor dengan tahun pembuatan 

Kendaraan Bermotor yang sama 

5) Harga Kendaraan Bermotor dengan pembuat Kendaraan 

Bermotor 

6) Harga Kendaraan Bermotor dengan Kendaraan Bermotor 

sejenis 

7) Harga Kendaraan Bermotor berdasarkan dokumen 

Pemberitahuan Import Barang (PIB) 
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Bobot kendaraan bermotor dihitung berdasarkan faktor-faktor:  

1) Tekanan gandar, yang dibedakan atas dasar jumlah sumbu/as, 

roda, dan berat kendaraan bermotor. 

2) Jenis bahan bakar kendaraan bermotor yang dibedakan 

menurut solar, bensin, gas, listrik, tenaga surya, atau jenis 

bahan bakar lainnya. 

3) Jenis, penggunaan, tahun pembuatan, dan ciri-ciri mesin 

kendaraan bermotor yang dibedakan berdasarkan jenis mesin 2 

(dua) tak atau 4 (empat) tak, dan isi silinder. 

g. Tarif pajak 

Tarif Pajak Kendaraan Bermotor ditetapkan sebesar:  

1) 1,5% (satu koma lima persen) kepemilikan pertama untuk 

Kendaraan Bermotor pribadi 

2) 1,0% (satu koma nol persen) untuk Kendaraan Bermotor 

angkutan umum 

3) 0,5% (nol koma lima persen) untuk kendaraan ambulans, 

pemadam kebakaran, sosial keagamaan, lembaga sosial dan 

keagamaan, Pemerintah, TNI, POLRI, Pemerintah Daerah dan 

Pemerintah Kabupaten/Kota 

4) 0,2% (nol koma dua persen) untuk Kendaraan Bermotor alat-

alat berat dan alat-alat besar.  

 



41 
 

 

Kepemilikan kendaraan bermotor roda 4 (empat) pribadi yang 

kedua dan seterusnya dikenakan tarif secara progresif. Kepemilikan 

kendaraan bermotor didasarkan atas nama dan alamat yang 

sama.Tarif progresif yang dimaksud adalah sebagai berikut:  

1) kepemilikan kedua 2% (dua persen) 

2) kepemilikan ketiga 2,5% (dua koma lima persen) 

3) kepemilikan keempat 3% (tiga persen) 

4) kepemilikan kelima dan seterusnya sebesar 3,5% (tiga koma 

lima persen). 

4. Pendapatan Asli Daerah 

Menurut UU No 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, 

Pendapatan Asli Daerah selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan 

yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah 

Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan 

potensi Daerah sebagai perwujudan Desentralisasi. PAD bersumber 

dari: 

a. Pajak Daerah 

Berdasarkan UU No 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah, Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak, 

adalah kontribusi wajib pajak kepada Daerah yang terutang oleh 



42 
 

 

orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan 

Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara 

langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-

besarnya kemakmuran rakyat. 

b. Retribusi Daerah 

Berdasarkan UU No 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah, Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut 

retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa 

atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau 

diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang 

pribadi atau Badan. 

c. Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan 

d. Lain-lain PAD yang sah, meliputi hasil penjualan kekayaan 

Daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, 

keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing 

dan komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari 

penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh Daerah. 
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C. Langkah-langkah Evaluasi  

1. Menentukan Jenis dan Sumber Data yang akan Dievaluasi 

Dalam penulisan ini data yang digunakan adalah data sekunder 

yang menggunakan data deret berkala (time series) selama lima tahun 

yaitu dari tahun 2012–2016. Data ini diperoleh dari Kantor Pelayanan 

Pajak Daerah Kabupaten Kulon Progo, data tersebut berupa:  

a. Data target anggaran penerimaan pajak kendaraan bermotor 

selama tahun 2012-2016  

b. Data realisasi anggaran  penerimaan pajak kendaraan bermotor 

selama tahun 2012-2016  

c. Data realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah  Kantor 

Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Kulon Progo 

2. Pengumpulan Data  

Pengumpulan data sangat penting demi keberhasilan suatu 

penulisan. Dengan memilih metode pengumpulan data yang sesuai 

maka akan didapat data yang tepat dan akurat demi tercapainya tujuan 

penulisan. Dalam pengumpulan data penulis menggunakan metode:  

a. Metode Wawancara  

Penulis melakukan wawancara dengan pegawai Kantor Pelayanan 

Pajak Daerah Kabupaten Kulon Progo untuk mendapatkan 

informasi lebih lanjut yang diperlukan dalam penulisan.  
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b. Metode Observasi  

Metode observasi adalah suatu cara pengumpulan data dengan 

mengadakan pengamatan langsung terhadap objek dalam suatu 

periode tertentu dan mengadakan pencatatan secara sistematis 

tentang hal-hal tertentu yang diamati.  

c. Metode Dokumentasi  

Metode dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang dapat 

berupa sumber tertulis yaitu buku dan data-data lain yang 

berkaitan dengan penulisan.  

3. Pengolahan dan Analisis Data 

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah metode analisis deskriptif. Analisis deskriptif dilakukan dengan 

cara mengumpulkan, mengklasifikasikan data, mengolah data  dan 

menjabarkan data. Selain itu penelitian ini juga menggunakan analisis 

kuantitatif yang digunakan dalam menghitung efektifitas dan 

konstribusi pajak kendaraan bermotor terhadap Pendapatan Asli 

Daerah KPPD Kulon Progo. Berikut analisis data yang digunakan 

dalam penelitian ini:  

a. Analisis Efektivitas Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor  

Efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa 

jauh target (kuantitas, kualitas, dan waktu) yang telah tercapai. 

Dimana semakin besar presentase target yang dicapai, maka 

semakin tinggi efektivitasnya. Efektivitas pajak daerah adalah 
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nilai yang dihitung berdasarkan prosentase perbandingan realisasi 

penerimaan pajak dengan target penerimaan pajak. Efektivitas 

tersebut dapat diukur dengan menggunakan rumus efektivitas 

pajak daerah. Menurut Puspitasari (2014), rumus pengukuran 

efektivitas Pajak Kendaraan Bermotor adalah: 

𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸 =  
𝑅𝑅𝐸𝐸𝐸𝐸𝑅𝑅𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸 𝑃𝑃𝐸𝐸𝑃𝑃𝐸𝐸𝑃𝑃𝐸𝐸𝑃𝑃𝐸𝐸𝐸𝐸𝑃𝑃 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 𝐸𝐸𝐸𝐸 𝑃𝑃
𝑇𝑇𝐸𝐸𝑃𝑃𝑇𝑇𝐸𝐸𝐸𝐸 𝑃𝑃𝐸𝐸𝑃𝑃𝐸𝐸𝑃𝑃𝐸𝐸𝑃𝑃𝐸𝐸𝐸𝐸𝑃𝑃 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 𝐸𝐸𝐸𝐸 𝑃𝑃

 × 100% 

Kriteria yang digunakan dalam menilai efektivitas 

penerimaan pajak daerah adalah:  

Tabel 3.1 
Klasifikasi Kriteria Nilai Efektivitas Pajak Daerah 

 
Persentase Efektivitas Kategori 

Hasil perbandingan > 100% Sangat Efektif 

Hasil perbandingan 90%-100% Efektif 

Hasil perbandingan 80%-90% Cukup Efektif 

Hasil perbandingan 60%-80% Kurang Efektif 

Hasil perbandingan < 60% Tidak Efektif 

    Sumber: Kepmendagri No. 690.900.327 Tahun 1996 

b. Analisis Konstribusi Pajak Kendaraan Bermotor terhadap 

Pendapatan Asli Daerah KPPD Kabupaten Kulon Progo. 

Analisis konstribusi merupakan suatu analisis yang 

digunakan untuk mengetahui seberapa besar konstribusi yang 

dapat disumbangkan dari penerimaan pajak daerah terhadap 

Pendapatan Asli Daerah. Dimana semakin besar hasil 
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perbandingan pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah 

maka semakin besar pula peranan pajak daerah terhadap 

Pendapatan Asli Daerah, begitu pula sebaliknya. 

Rumus pengukuran konstribusi Pajak Kendaraan 

Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah yaitu:  

𝑃𝑃𝐾𝐾𝑃𝑃𝐸𝐸𝐸𝐸𝑃𝑃𝐸𝐸𝐾𝐾𝐾𝐾𝐸𝐸𝐸𝐸 =
𝑅𝑅𝐸𝐸𝐸𝐸𝑅𝑅𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸 𝑃𝑃𝐸𝐸𝑃𝑃𝐸𝐸𝑃𝑃𝐸𝐸𝑃𝑃𝐸𝐸𝐸𝐸𝑃𝑃 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 𝐸𝐸𝐸𝐸 𝑃𝑃
𝑅𝑅𝐸𝐸𝐸𝐸𝑅𝑅𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸 𝑃𝑃𝐸𝐸𝑃𝑃𝐸𝐸𝑃𝑃𝐸𝐸𝑃𝑃𝐸𝐸𝐸𝐸𝑃𝑃 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 𝐸𝐸𝐸𝐸 𝑃𝑃

 × 100% 

Kriteria yang digunakan dalam menilai konstribusi pajak daerah 

terhadap pendapatan asli daerah, adalah sebagai berikut: 

Tabel 3.2 
Klasifikasi Kriteria Kontribusi Persentase Retribusi Daerah 

 
Persentase Efektivitas Kategori 

Hasil perbandingan > 0% -10% Sangat Kurang  

Hasil perbandingan 10%-20% Kurang 

Hasil perbandingan 20%-30% Sedang  

Hasil perbandingan 30%-40% Cukup Baik 

Hasil perbandingan 40%-50% Baik 

Hasil perbandingan < 50% Sangat Baik 

    Sumber: Kepmendagri No. 690.900.327 Tahun 1996 

4. Pelaporan Hasil Evaluasi 

Agar hasil evaluasi dapat dimanfaatkan oleh berbagai pihak 

yang berkepentingan, maka hasil evaluasi akan didokumentasikan 

secara tertulis. 
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D. Analisis Data 

1. Analisis Efektivitas Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor 

Untuk mengetahui berapa besar tingkat efektivitas penerimaan 

pajak kendaraan bermotor terhadap target penerimaan pajak kendaraan 

bermotor pada KPPD Kabupaten Kulon Progo dapat dilihat dalam 

tabel 3.3: 

Tabel 3.3 
Efektivitas Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor 

 Tahun 2012-2016 
 

No Tahun Target (Rp) Realisasi (Rp) 
Presentase 

(%) 

Tingkat 

Efektivitas 

1 2012 21.680.000.000 23.751.555.900 109,56 Sangat Efektif 

2 2013 24.891.900.000 28.042.693.950 112,66 Sangat Efektif 

3 2014 29.982.750.000 32.749.185.900 109,23 Sangat Efektif 

4 2015 34.730.916.000 36.889.227.100 106,21 Sangat Efektif 

5 2016 38.730.916.000 42.725.290.700 110,31 Sangat Efektif 

  Jumlah 150.016.482.000 164.157.953.550     

  
Rata-

rata 
30.003.296.400 32.831.590.710 109,59   

Sumber: KPPD Kulon Progo (data diolah) 

Berdasarkan tabel 3.2 diatas dapat diketahui realisasi 

penerimaan pajak kendaraan bermotor terhadap target penerimaan 

pajak kendaraan bermotor periode 2012-2016 mengalami kenaikan 

dan penurunan. 
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Pada tahun 2012 realisasi penerimaan pajak kendaraan 

bermotor pada KPPD kabupaten Kulon Progo dapat melebihi target 

yang telah ditetapkan. Target yang ditetapkan sebesar 

Rp21.680.000.000 sedangkan realisasi penerimaan pajak kendaraan 

bermotor sebesar Rp23.751.555.900, sehingga tingkat efektivitas 

penerimaan pajak kendaraan bermotor terhadap target penerimaan 

pajak kendaraan bermotor sebesar 109,56%. Tahun 2013 tingkat 

efektivitas penerimaan pajak kendaraan bermotor terhadap target 

penerimaan pajak kendaraan bermotor sebesar 112,26%. Realisasi 

tersebut melebihi target yang ditetapkan yaitu sebesar 

Rp24.891.900.000, sedangkan realisasinya sebesar Rp28.042.693.950. 

Tahun 2014, realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor 

melebihi target yang besarnya Rp29.982.750.000. Sedangkan 

realisasinya sebesar Rp32.749.185.900. Tetapi prosentase efektivitas 

pada tahun ini mengalami penurunan, prosentase tahun ini sebesar 

109,23%. Tahun 2015 penerimaan pajak kendaraan bermotor juga 

melebihi target yang besarnya Rp38.730.916.000, sedangkan 

realisasinya sebesar Rp42.725.290.700. efektivitas penerimaan pajak 

kendaraan bermotor tahun ini kembali mengalami penurunan sebesar 

3,02% dari tahun lalu, sehingga efektivitas penerimaan tahun ini 

sebesar 106,21%. Tahun 2016, penerimaan pajak kendaraan bermotor 

mencapai target yang telah ditetapkan. Target yang ditetapkan sebesar 

Rp38.730.916.000. Sedangkan realisasinya hanya sebesar 
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Rp42.725.290.700 dan efektivitasnya mengalami kenaikan sebesar 

4,1% dari tahun lalu, sehingga efektivitas penerimaan pajak kendaraan 

bermotor tahun ini sebesar 110,31%.  

2. Analisis Konstribusi Pajak Kendaraan Bermotor terhadap 

Pendapatan Asli Daerah KPPD Kabupaten Kulon Progo. 

Berikut ini disajikan Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor dan 

Realisasi Pendapatan Asli Daerah KPPD Kabupaten Kulon Progo 

selama periode tahun 2012-2016 sebagai berikut: 

Tabel 3.4 
Konstribusi Penerimaan PKB terhadap PAD  KPPD Kulon Progo 

Tahun 2012-2016 
 

No Tahun Realisasi PKB Realisasi PAD Presentase 
(%) 

Tingkat 
Konstribusi 

1 2012 23.751.555.900 44.670.330.930 53,17 Sangat 
Baik 

2 2013 28.042.693.950 55.318.729.500 50,69 Sangat 
Baik 

3 2014 32.749.185.900 61.909.080.800 52,90 Sangat 
Baik 

4 2015 36.889.227.100 63.993.579.900 57,64 Sangat 
Baik 

5 2016 42.725.290.700 74.071.591.100 57,68 Sangat 
Baik 

  Jumlah 164.157.953.550 299.963.312.230     

  Rata-rata 32.831.590.710 59.989.908.646 54,42   

       Sumber: KPPD Kulon Progo (data diolah) 

Berdasarkan rangkuman tabel perhitungan konstribusi realisasi 

pajak kendaraan bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah KPPD 

Kabupaten Kulon Progo selama periode tahun 2012-2016 dapat 

diperjelas lagi dalam bentuk diagram batang sebagai berikut: 
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       Sumber: KPPD Kulon Progo (data diolah) 
 

Gambar 3.1 
Konstribusi Realisasi PKB terhadap PAD KPPD Kulon Progo 

Tahun 2012-2016 
 

Berdasarkan data tabel 3.4 dan gambar 3.1 diatas, diketahui 

konstribusi penerimaan pajak kendaraan bermotor terhadap 

Pendapatan Asli Daerah KPPD Kabupaten Kulon Progo dari tahun ke 

tahun mengalami fluktuasi (naik-turun).  

Hal ini dapat dilihat dari tingkat konstribusi tahun 2012 

sebesar 53,17% dengan realisasi pajak kendaraan bermotor sebesar 

Rp23.751.555.900 dan realisasi Pendapatan Asli Daerah sebesar 

Rp44.670.330.930.  Namun pada tahun 2013 tingkat konstribusi pajak 

kendaraan bermotor mengalami penurunan menjadi 50,69% dengan 

realisasi pajak kendaraan bermotor sebesar Rp28.042.693.950 dan 

realisasi Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp55.318.729.500. Tetapi 

pada tahun 2014 tingkat konstribusi mengalami peningkatan menjadi 

46,00%
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52,90% dengan realisasi pajak kendaraan bermotor sebesar 

Rp32.749.185.900 dan realisasi Pendapatan Asli Daerah sebesar 

Rp61.909.080.800. Begitu pula pada tahun 2015 yang mengalami 

peningkatan menjadi 57,64% dengan realisasi PKB sebesar 

Rp36.889.227.100 dan realisasi Pendapatan Asli Daerah sebesar 

Rp63.993.579.900, serta tahun 2016 mengalami penurunan menjadi 

57,68% dengan realisasi pajak kendaraan bermotor sebesar 

Rp42.725.290.700 dan realisasi Pendapatan Asli Daerah sebesar 

Rp74.071.591.100. 

 

E. Pembahasan 

1. Efektivitas Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor 

Efektifitas dalam hal ini adalah berkaitan dengan seberapa 

besar capaian yang diperoleh KPPD Kabupaten Kulon Progo dalam 

merealisasikan jumlah penerimaan pajak atas kendaraan bermotor yang 

telah ditargetkan. Tingkat efektifitas penerimaan pajak kendaraan 

bermotor terhadap anggaran yang telah ditetapkan oleh KPPD 

Kabupaten Kulon Progo sangat efektif. Dapat dilihat dari tingkat 

efektivitas penerimaan pajak kendaraan bermotor melebihi 100%. Hal 

ini berarti bahwa target yang telah ditetapkan sebelumnya oleh KPPD 

Kabupaten Kulon Progo  telah tercapai.  

Tingkat efektivitas penerimaan pajak kendaraan bermotor pada 

tahun 2012 sampai dengan 2016 mengalami fluktuasi (naik-turun). 
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Penyebab turunnya presentase efektivitas penerimaan pajak kendaraan 

bermotor dikarenakan target yang ditetapkan KPPD Kabupaten Kulon 

Progo terlalu besar, selain itu kurangnya kepatuhan wajib pajak juga 

ikut mempengaruhi penurunan prosentase efektivitas penerimaan pajak 

kendaraan bermotor. Maka dari itu pihak KPPD Kabupaten Kulon 

Progo harus lebih banyak memberikan informasi tentang arti penting 

membayar pajak kendaraan bermotor dengan cara lebih menggiatkan 

kegiatan soasialisasi ke daerah-daerah di wilayah Kabupaten Kulon 

Progo. Salah satu faktor penyebab kenaikan prosentase evektivitas 

penerimaan pajak kendaraan bermotor yaitu dikarenakan pihak KPPD 

Kabupaten Kulon Progo selalu mengembangkan kualitas pelayanan 

agar tercapainya pelayanan yang cepat dan aman. Dengan 

meningkatkan kualitas pelayanan maka dapat mempermudah wajib 

pajak dalam membayar pajak,  kemudahan dalam membayar pajak 

inilah yang mempengaruhi penerimaan pajak kendaraan bermotor yang 

nantinya akan menaikkan prosentase efektivitas penerimaan pajak 

kendaraan bermotor.  

Jika dilihat dari rata-rata prosentase efektivitas per tahun yaitu 

sebesar 109,59%. Artinya penerimaan pajak kendaraan bermotor dapat 

memberikan konstribusi yang berarti bagi Pendapatan Asli Daerah 

KPPD Kabupaten Kulon Progo. Dengan semakin meningkatnya 

penerimaan pajak kendaraan bermotor, maka peluang penerimaan 

pajak kendaraan bermotor dalam memberikan konstribusi terhadap 
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Pendapatan Asli Daerah KPPD Kabupaten Kulon Progo juga akan 

semakin besar.  

2. Konstribusi Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan 

Asli Daerah Kabupaten Kulon Progo. 

Pajak daerah merupakan sumber penerimaan utama bagi suatu 

daerah sehingga sangat diharapkan penerimaan dari sektor pajak 

daerah ini dapat memberikan konstribusi yang cukup besar terhadap 

Pendapatan Asli Daerah. Besarnya konstribusi pajak kendaraan 

bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah di KPPD Kabupaten Kulon 

Progo secara keseluruhan mengalami peningkatan. Pada tahun 2013 

konstribusi pajak kendaraan bermotor terhadap Pendapatan Asli 

Daerah mengalami penurunan sebesar 2,48%. Namun hal ini tidak 

berpengaruh pada besarnya konstribusi pajak kendaraan bermotor 

terhadap Pendapatan Asli Daerah secara keseluruhan, karena pada 

tahun-tahun berikutnya konstribusinya selalu mengalami peningkatan. 

Tingginya jumlah konstribusi selama tahun 2012 sampai 

dengan 2016 disebabkan karena KPPD Kabupaten Kulon Progo 

mampu melakukan optimalisasi dalam pemungutan pajak, salah 

satunya yaitu dengan meningkatkan dan mengembangkan mutu 

pelayanan. Seiring dengan berkembangnya KPPD Kabupaten Kulon 

Progo yang ada serta  diikuti pula dengan semakin membaiknya 

pelayanan yang diberikan oleh pihak KPPD Kabupaten Kulon Progo, 

membuat wajib pajak merasa semakin terpuaskan dengan pelayanan 
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yang diberikan oleh karyawan KPPD Kabupaten Kulon Progo,  hal ini 

terlihat dari semakin sedikitnya calo yang membantu mengurus 

pembayaran pajak kendaraan bermotor. 

Kenaikan tingkat konstribusi juga disebabkan karena jumlah 

wajib pajak yang meningkat setiap tahun. Ada beberapa faktor yang 

menyebabkan terjadinya kenaikan prosentase tersebut diantaranya, 

adanya proyek pembebasan lahan untuk pembangunan Bandara 

Internasional Baru di daerah Temon Kulon Progo. Banyak  masyarakat 

yang menginvestasikan uang hasil pembebasan lahan dengan membeli 

kendaran bermotor, baik sepeda motor maupun mobil. Pembelian 

kendaraan bermotor ini akan meningkatkan wajib pajak kendaraan 

bermotor di wilayah Kabupaten Kulon Progo, sehingga dapat 

meningkatkan penerimaan pajak kendaraan bermotor yang nantinya 

akan menambah Pendapatan Asli Daerah. 

Jika dilihat dari rata-rata prosentase konstribusi per tahun yaitu 

sebesar 54,42%. Artinya penerimaan pajak kendaraan bermotor dapat 

memberikan konstribusi yang berarti bagi Pendapatan Asli Daerah 

KPPD Kabupaten Kulon Progo. Dengan demikian pihak KPPD harus 

terus melakukan optimalisasi dalam hal pemungutan pajak kendaraan 

bermotor,  agar penerimaan pajak kendaraan bermotor dapat 

memberikan prosentase konstribusi yang lebih besar lagi pada 

Pendapatan Asli Daerah di KKPD Kulon Progo. 
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F. Hambatan dan Upaya dalam Pemungutan Pajak Kendaraan 

Bermotor di KPPD Kabupaten Kulon Progo 

1. Hambatan dalam Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor di 

KPPD Kabupaten Kulon Progo 

Dalam melaksanakan pemungutan pajak kendaraan bermotor di 

Kantor Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Kulon Progo dikatakan 

cukup berjalan dengan baik. Namun KPPD Kulon Progo mengalami 

beberapa kendala yang mengakibatkan pencapaian hasil yang kurang 

optimal. Beberapa kendala tersebut anatara lain: 

a. Kurangnya Informasi dan Kepatuhan Wajib Pajak dalam 

Melaksanakan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor 

Ketidakpahaman masyarakat atau wajib pajak mengenai 

informasi bagaimana cara pemenuhan kewajiban perpajakan yang 

benar merupakan kendala bagi KPPD Kabupaten Kulon Progo. 

Ketidakpahaman masyarakat mengenai pajak meliputi arti, manfaat 

dan tujuan dari pembayaran pajak. Salah satu penyebab kurangnya 

kepatuhan wajib pajak disebabkan lokasi yang jauh dalam 

melakukan pembayaran, sanksi yang ditetapkan dianggap terlalu 

kecil yaitu berupa kenaikan denda 25% per tahun dari pokok pajak 

ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan,  

hal ini mennyebabkan wajib pajak merasa masih mampu dalam 

membayar sanksi tersebut dan cenderung menyepelekan pajak. 

b. Penghindaran Tarif Pajak Progresif 
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Dalam hal ini yang dimaksud pajak progresif adalah tarif 

pajak yang dikenakan terhadap kendaraan bermotor roda 4 pribadi 

jenis sedan, jeep, microbus dan double cabin, dengan besaran nilai 

presentase pajak yang semakin naik dan kenaikan ini akan 

berbanding lurus dengan jumlah kepemilikan kendaraan yang 

dimiliki seorang wajib pajak.  

Untuk menghindari pajak progresif ini, warga Kulon Progo 

sering menggunakan nama dari saudara atau orang lain yang 

dipercaya sebagai pemilik Kendaraan Bermotor (KBM). Sebagai 

contoh, warga Kulon Progo meminjam nama dan alamat sanak 

saudara yang tinggal di sekitar wilayah Kulon Progo atas 

kepemilikan Kendaraan Bermotor (KBM) yang kedua dan 

berikutnya, dikarenakan apabila menggunakan nama dan alamat 

yang sama maka akan dikenakan tarif pajak progresif. Dengan 

adanya penghindaran tarif pajak progresif oleh wajib pajak di 

wilayah Kabupaten Kulon Progo maka akan mengakibatkan 

berkurangnya penerimaan pajak kendaraan bermotor di KPPD 

Kabupaten Kulon Progo. 

c. Prosedur Mutasi Keluar-Masuk Kendaraan Bermotor 

Sebagian besar wajib pajak kendaraan bermotor yang akan 

melakukan mutasi kendaraan bemotor di Kabupaten Kulon Progo 

kurang mengetahui prosedurnya sehingga banyak wajib pajak yang 

terlambat melaporkan kepada pemerintah bahwa akan melakukan 
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mutasi dan menyebabkan wajib pajak terkena denda administrasi. 

Hal ini tentunya menghambat penerimaan dari pajak kendaraan 

bermotor. 

2. Upaya yang Dilakukan KPPD Kabupaten Kulon Progo untuk 

Mengatasi Hambatan  dalam Pemungutan Pajak Kendaraan 

Bermotor 

Dalam pemungutan pajak kendaraan bermotor, KPPD 

Kabupaten Kulon Progo harus melakukan upaya-upaya dalam rangka 

mengoptimalisasi pelaksanaan pemungutan pajak. Adapun upaya yang 

dilakukan, yaitu: 

a. Menggiatkan Sosialisasi Perpajakan 

Dalam mengatasi kemungkinan wajib pajak yang tidak 

patuh, termasuk didalamnya yaitu wajib pajak yang melakukan 

penghindaran pajak progresif dan wajib pajak yang kurang 

informasi mengenai prosedur keluar-masuk mutasi kendaraan. 

KPPD Kabupaten Kulon Progo melakukan upaya sosialisasi 

perpajakan. Sosialisasi yang diberikan oleh KPPD Kabupaten 

Kulon Progo bersama dengan Kantor Samsat yaitu dengan 

melakukan kegiatan sosialisasi di seluruh wilayah kecamatan 

Kabupaten Kulon Progo secara terjadwal. Pelaksanaan kegiatan 

sosialisasi perpajakan juga dilakukan dengan memasang iklan di 

media elektronik maupun media cetak. Dengan adanya sosialisasi 
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ini diharapkan wajib pajak dapat melakukan kewajiban 

perpajakanya secara tepat waktu. 

b. Meningkatkan Layanan Unggulan untuk Wajib Pajak 

Untuk mempermudah wajib pajak dalam menjalankan 

kewajiban perpajakanya, maka KPPD Kabupaten Kulon Progo 

berusaha untuk lebih megefektifkan sistem pembayaran pajak yang 

cepat dan tepat. Sistem pelayanan yang dibuat yaitu: 

1) Samsat Online, yaitu pelayanan pembayaran PKB secara online 

tidak tergantung domisili/KTP pemilik kendaraan (bebas 

memilih tempat pembayaran pada pelayanan keSamsatan di 

seluruh wilayah DIY khusus untuk pengesahan 1 tahunan). 

2) Bus Satling, merupakan layanan pembayaran PKB dan 

Pengesahan Tahunan yang  menggunakan sarana bus keliling 

dengan lokasi yang sudah terjadwal di setiap kecamatan di 

Kulon Progo. 

3) Corner Samsat, merupakan kerjasama dengan BPD untuk 

membuka counter pelayanan di Kantor Cabang Pembantu.  

Untuk wilayah Kabupaten Kulonprogo telah dibuka Corner 

Samsat di BPD Cabang Pembantu Nanggulan. 

4) Drive Thru, merupakan layanan yang bertujuan untuk 

memudahkan Wajib Pajak khususnya untuk pelayanan 

pengesahan 1 tahunan bagi kendaraan roda 4. 
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5) Surat Pemberitahuan Pajak Kendaraan Bermotor (SUPER 

PKB), merupakan surat pemberitahuan jatuh tempo PKB serta 

jumlah pajak yang harus dibayar. Diberikan melalui Kepala 

Desa ketika sedang diadakan kegiatan pembekalan di Kantor 

Samsat yang nantinya supaya didistribusikan ke pihak yang 

bersangkutan. 

6) SMS Pajak Kendaraan Bermotor, Wajib Pajak dapat 

mengetahui besaran pajak kendaraan melalui SMS dengan 

format DIY AB… kirim ke 9600. 

Peningkatan layanan unggulan yang dilakukan KPPD 

Kabupaten Kulon Progo kepada wajib pajak melalui 

penyederhanaan sistem dan prosedur pelayanan (pelayanan cepat, 

tepat dan aman) dapat mempermudah wajib pajak dalam 

membayar kewajiban pajaknya yaitu pajak kendaraan bermotor. 

Dengan adanya kemudahan dalam membayar pajak kendaraan 

bermotor maka akan meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak 

yang nantinya akan menambah penerimaan pajak kendaraan 

bermotor, sehingga dapat menaikkan prosentase konstribusi 

penerimaan pajak kendaraan bermotor terhadap  Pendapatan Asli 

Daerah di Kantor Pelayanan Pajak Daerah Kulon Progo. 
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BAB IV 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Pada akhir laporan ini akan disampaikan beberapa kesimpulan 

yang diharapkan dapat dijadikan pertimbangan bagi pihak KPPD dalam 

upaya perbaikan kualitas mekanisme pemungutan pajak kendaraan 

bermotor khususnya di Kabupaten Kulon Progo. Berdasarkan kegiatan 

praktik kerja dan penganalisaan yang dilakukan, maka dapat diambil 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Perbandingan efektivitas pajak kendaraan bermotor di KPPD 

Kabupaten Kulon Progo berdasarkan target dan potensi yang ada di 

wilayah Kulon Progo. Perbandingan realisasi berdasarkan target 

dengan tingkat rata-rata 109,59% pertahun, bila dijadikan acuan penilaian 

tingkat efektivitas pajak kendaraan bermotor maka dapat dikatakan sangat 

efektif. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah Kabupaten Kulon Progo 

dalam hal ini KPPD Kabupaten Kulon Progo dinilai sangat baik dalam 

mengelola penerimaan pajak kendaraan bermotor. Salah satu faktor 

penyebab meningkatnya penerimaan pajak kendaraan bermotor adalah pihak 

KPPD Kulon Progo selalu meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak. 

Dengan semakin meningkatnya penerimaan pajak kendaraan bermotor, maka 

peluang penerimaan pajak kendaraan bermotor dalam memberikan 

konstribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah KPPD Kabupaten Kulon Progo 

juga akan semakin besar.   
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2. Konstribusi pajak kendaraan bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah 

KPPD Kabupaten Kulon Progo dari tahun 2012-2016 adalah sangat baik, 

dengan tingkat rata-rata 54,42% pertahun.  Hal ini menunjukkan bahwa 

pemerintah Kabupaten Kulon Progo dalam hal ini KPPD Kabupaten 

Kulon Progo sangat baik dalam mengidentifikasi, menggali potensi 

dan mengoptimalkan objek pajak kendaraan bermotor untuk dipungut 

sebagai pajak kendaraan bermotor. Pembebasan lahan untuk 

pembangunan Bandara Internasional Baru di daerah Temon Kulon 

Progo menjadi salah satu penyebab meningkatnya pertumbuhan pajak 

kendaraan bermotor yang akan meningkatkan konstribusi pajak 

kendaraan bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah KPPD Kulon 

Progo. 

3. Hambatan yang dihadapi dalam pemungutan pajak kendaraan bermotor 

yaitu kurangnya informasi dan kepatuhan wajib pajak dalam 

melaksanakan pembayaran pajak kendaraan bermotor, penghindaran 

tarif pajak progresif dan minimnya pengetahuan wajib pajak mengenai 

prosedur mutasi keluar-masuk kendaraan bermotor. Upaya yang 

dilakukan dalam meningkatkan pemungutan pajak kendaraan bermotor 

yaitu dengan menggiatkan sosialisasi perpajakan dan meningkatkan 

layanan unggulan untuk wajib pajak diantaranya yaitu: Samsat online, 

bus satling, corner samsat, drive thru, surat pemberitahuan Pajak 

Kendaraan Bermotor (super PKB) dan sms pajak kendaraan bermotor 
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B.  Saran  

Berdasarkan pengalaman praktik kerja dan data serta informasi 

yang penulis dapat dari KPPD Kabupaten Kulon Progo penulis ingin 

memberikan saran guna perbaikan kondisi nantinya, maka penulis 

memberikan saran sebagai berikut: 

1. Mempertahankan dan meningkatkan tingkat efektivitas dengan cara 

mengoptimalkan objek pajak agar memperoleh penerimaan yang lebih 

maksimal. 

2. Agar dapat lebih meningkatkan jumlah obyek pajak, KPPD Kulon 

Progo dengan dibantu pihak harus sering makukan operasi terpadu 

untuk menjaring kendaraan bermotor yang belum didaftarkan sebagai 

obyek pajak kendaraan bermotor. 

3. Melakukan sosialisasi yang lebih sederhana kepada wajib pajak yang 

ada sehingga membuat wajib pajak dengan mudah dapat mengerti 

mengenai kewajiban membayar pajak kendaraan bermotor dan dengan 

mudah melaksanakan kewajibannya sebagai wajib pajak. Sebagai 

contoh, melakukan sosialisasi mengenai tujuan dari diadakannya Unit 

Pelayanan Pembantu (UPP)/Corner Corner Samsat di BPD Cabang 

Pembantu Nanggulan, sehingga wajib pajak juga memanfaatkan 

fasilitas Unit Pelayanan Pembantu (UPP) yang ada dalam 

melaksanakan kewajibannya. 
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